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Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie sebagai hukum pidana produk 

pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. 

Dalam hal ini, untuk menegaskan pemberlakuan hukum pidana produk pemerintah 

kolonial Hindia Belanda tersebut, maka pada tahun 1946 diundangkanlah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang di dalamnya 

menyatakan bahwa peraturan hukum pidana produk pemerintah kolonial Hindia Belanda 

tersebut mulai berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan untuk 

daerah lain akan ditetapkan kemudian. Seiring dengan pemberlakuannya, maka pada 

tahun 1958 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Dalam hal telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk 

seluruh wilayah Republik Indonesia, hal demikian tidak menghilangkan upaya 

pemerintah Indonesia untuk membentuk hukum pidana nasional guna menggantikan 

produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut. Dalam hal untuk 

menggantikan keberadaan Wetboek van Strafrecht, maka terdapat perbedaan yang 

signifikan di antara Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

lama dengan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti 

tidak adanya lagi pembedaan antara tindak pidana berupa kejahatan dan tindak pidana 

berupa pelanggaran, adanya perubahan pada jenis-jenis pidana pokok, perumusan pidana 

denda dengan menggunakan sistem kategori, dan adanya pencantuman beberapa tindak 

pidana khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud antara lain adalah Tindak Pidana 

Berat terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, 

Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Oleh karenanya, tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentuk undang-

undang dalam mencantumkan tindak pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengetahui konsekuensi atas 

pencantuman tindak pidana khusus tersebut ke dalam Undang-Undang tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, 

penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan 

untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Dalam 



 

x 

 

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang, serta pendekatan historis (historical approach) yang dilakukan dengan 

menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi. Untuk menganalisis isu hukumnya, 

bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

Dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mencantumkan tindak pidana 

khusus ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu 

sebagai upaya rekonstruksi dalam sistem hukum pidana nasional dalam rangka 

mewujudkan beberapa misi pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam hal ini, 

rekonstruksi dimaksudkan sebagai upaya pembangunan kembali sistem hukum pidana 

nasional. Oleh karena itu, misi konsolidasi dalam pembaharuan hukum pidana 

dimaksudkan sebagai penyusunan kembali ketentuan pidana dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana lama (Wetboek van Strafrecht) dan sebagian undang-undang pidana di 

luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara menyeluruh dengan dilakukannya 

rekodifikasi. Dalam rangka tercapainya misi konsolidasi tersebut, maka dilakukanlah 

evaluasi serta seleksi terhadap berbagai tindak pidana seiring dengan perkembangan 

tindak pidana di luar Wetboek van Strafrecht yang didasarkan pada tindak pidana khusus 

yang dinilai memiliki karakteristik-karakteristik khusus. 

 

Konsekuensi atas pencantuman tindak pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain seperti adanya pencabutan beberapa 

ketentuan pasal tindak pidana khusus yang terdapat di dalam undang-undang tindak 

pidana khusus yang mengaturnya; adanya perubahan ketentuan pasal tindak pidana 

khusus yang dicantumkan ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; adanya perubahan ancaman pidana baik penurunan ancaman pidana 

maupun kenaikan ancaman pidana terhadap beberapa tindak pidana khusus; serta 

berlakunya asas lex specialis derogate legi generali atas ketentuan asas hukum pidana 

materiil maupun asas hukum pidana formil terhadap ketentuan pasal tindak pidana khusus 

yang dicantumkan ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Dilihat dari pencantuman tindak pidana khusus dalam Undang-Undang tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam hal ini tindak pidana khusus yang 

dicantumkan di dalamnya tetap memiliki penyimpangan dari asas hukum pidana materiil. 

Hal tersebut dapat dilihat dari masih dicantumkannya pidana minumum khusus yang 

hanya berlaku untuk ketentuan pasal yang mengaturnya dan perumusan sanksi pidana 

pokok yang bersifat kumulatif. Dengan adanya kebijakan rekodifikasi yang diterapkan 

dalam pembaharuan hukum pidana nasional, maka hal tersebut tidak memengaruhi lex 

specialis tindak pidana khusus yang didasarkan pada ketentuan Pasal 187 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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ABSTRAK 

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, maka dibentuklah suatu undang-

undang untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht sebagai produk peninggalan 

pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun seiring dengan penyusunannya, terdapat 

perbedaan yang signifikan di antara keduanya yang terletak pada pencantuman beberapa 

tindak pidana khusus yang dalam pencantumannya didasarkan oleh beberapa 

karakteristik yang khusus pula. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mencantumkan tindak 

pidana khusus ke dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

serta untuk mengetahui konsekuensi atas pencantuman tindak pidana khusus ke dalam 

Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research) serta merupakan penelitian yang 

bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) yang didasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang, serta 

pendekatan historis (historical approach) yang dilakukan dengan menelaah latar 

belakang mengenai isu yang dihadapi. 

 

Pertama, dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mencantumkan tindak 

pidana khusus yaitu sebagai upaya rekonstruksi sistem hukum pidana nasional dalam 

rangka mewujudkan beberapa misi pembaharuan hukum pidana nasional. Kedua, 

konsekuensi atas pencantuman tindak pidana khusus tersebut yaitu adanya pencabutan 

beberapa ketentuan pasal tindak pidana khusus yang terdapat di dalam undang-undang 

tindak pidana khusus yang mengaturnya serta berlakunya asas lex specialis derogate legi 

generali atas ketentuan asas hukum pidana materiil maupun asas hukum pidana formil 

terhadap ketentuan pasal tindak pidana khusus yang dicantumkan ke dalam Undang-

Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

Kata kunci (keywords): Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana khusus, 

pembaharuan hukum pidana.
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